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PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2016 

TENTANG 

PEDOMAN KETERBUKAAN ARSIP STATIS UNTUK PENELITIAN  

DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN SERTA PENYELIDIKAN  

DAN PENYIDIKAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang  : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66 ayat (4) 

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 

perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik 

Indonesia tentang Pedoman Keterbukaan Arsip Statis untuk 

Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan serta 

Penyelidikan dan Penyidikan;  

 

Mengingat  : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem 

Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 84); 

  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 

 3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006 tentang 

Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga 

Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing 

dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian 

dan Pengembangan di Indonesia; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 

tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5149); 

7. Peraturan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 

09/M/PER/XII/2007 tentang Tim Koordinasi, 

Pengawasan dan Sanksi Pelaksanaan Kegiatan Penelitian 

dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi Asing, 

Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan 

Usaha Asing, dan Orang Asing; 

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 14 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Arsip Nasional Republik Indonesia (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 668); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan  : PERATURAN KEPALA ARSIP NASIONAL REPUBLIK 

INDONESIA TENTANG PEDOMAN KETERBUKAAN ARSIP 

STATIS UNTUK PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU 

PENGETAHUAN SERTA PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN.  
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BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan: 

1. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam 

berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan 

diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, 

organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam 

pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara.  

2. Arsip Statis adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta 

arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis 

retensinya, dan berketerangan dipermanenkan yang telah 

diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung 

oleh Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau 

lembaga kearsipan. 

3. Arsip Statis Tertutup adalah arsip statis yang tidak bisa 

diakses oleh pengguna arsip, karena pertimbangan 

kepentingan nasional dan/atau kepentingan hukum yang 

diklasifikasikan tidak boleh diketahui pihak lain yang 

tidak berhak, yang dikemas secara khusus untuk 

menjamin kerahasiaan fisik maupun informasinya. 

4. Arsip Statis Tertutup yang Dinyatakan Terbuka adalah 

kondisi akses terhadap Arsip Statis Tertutup yang 

diberlakukan karena ketentuan hukum yang berlaku, 

sehingga suatu jenis arsip pada jangka waktu tertentu 

sebelum 25 (dua puluh lima) tahun harus dibuka untuk 

memberikan layanan kepada pengguna arsip. 

5. Daftar Usul Arsip Statis Tertutup adalah daftar arsip 

sementara yang telah disusun oleh tim penyusun. 

6. Daftar Arsip Statis Tertutup adalah sarana bantu 

penemuan kembali arsip statis yang dinyatakan tertutup. 
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7. Khazanah Arsip adalah kumpulan arsip atau jumlah 

keseluruhan arsip yang berasal dari berbagai pencipta 

arsip dan disimpan di lembaga kearsipan.  

8. Akses Arsip Statis adalah ketersediaan arsip statis 

sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal 

serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah 

penemuan dan pemanfaatan arsip.  

9. Layanan Arsip Statis adalah penyediaan arsip statis 

kepada pengguna arsip statis yang sah, termasuk 

penggandaan arsip statis sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

10. Lembaga Kearsipan adalah lembaga yang memiliki fungsi, 

tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip 

statis atau dokumen permanen dan pembinaan 

kearsipan. Lembaga kearsipan terdiri dari Arsip Nasional 

Republik Indonesia, arsip daerah provinsi, arsip daerah 

kabupaten/kota, dan arsip perguruan tinggi.  

11. Arsip Nasional Republik Indonesia adalah lembaga 

kearsipan berbentuk lembaga pemerintah non 

kementerian yang melaksanakan tugas negara di bidang 

kearsipan yang berkedudukan di ibu kota negara. 

12. Arsip Daerah Provinsi adalah lembaga kearsipan 

berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan 

pemerintahan daerah provinsi yang berkedudukan di 

ibukota provinsi. 

13. Arsip Daerah Kabupaten/Kota adalah lembaga kearsipan 

berbentuk satuan kerja perangkat daerah yang 

melaksanakan tugas pemerintahan di bidang kearsipan 

pemerintahan daerah kabupaten/kota yang 

berkedudukan di ibukota kabupaten/kota. 

14. Arsip Perguruan Tinggi adalah lembaga kearsipan 

berbentuk satuan organisasi perguruan tinggi, baik 

negeri maupun swasta yang melaksanakan fungsi dan 

tugas penyelenggaraan kearsipan di lingkungan 

perguruan tinggi. 
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15. Pejabat yang Berwenang dalam Unit Kerja Layanan Arsip 

adalah pejabat yang berwenang mengambil keputusan 

dan mengesahkan akses pemanfaatan arsip statis di unit 

Layanan Arsip.  

16. Pengguna Arsip Statis adalah perseorangan, kelompok 

orang, dan badan hukum yang menggunakan dan 

memanfaatkan arsip statis di lembaga kearsipan. 

17. Petugas Layanan Arsip adalah pejabat fungsional umum 

atau pejabat fungsional Arsiparis yang bertugas 

memandu penggunaan fasilitas layanan arsip secara 

langsung baik manual maupun elektronik dan 

menjelaskan fasilitas layanan. 

18. Ilmu Pengetahuan adalah rangkaian pengetahuan yang 

digali, disusun, dan dikembangkan secara sistematis 

dengan menggunakan pendekatan tertentu yang 

dilandasi oleh metodologi ilmiah, baik yang bersifat 

kuantitatif, kualitatif, maupun eksploratif untuk 

menerangkan pembuktian gejala alam dan/atau gejala 

kemasyarakatan tertentu. 

19. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut 

kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk 

memperoleh informasi, data, dan keterangan yang 

berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian 

kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau 

hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. 

20. Lembaga Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya 

disebut Lembaga Litbang adalah lembaga yang 

melaksanakan kegiatan penelitian dan/atau 

pengembangan. 

21. Penyelidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk melakukan penyelidikan. 

22. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik 

untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang 

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat 
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